BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 1| TAHUN 2019

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN KEFPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

Menimbang

Menmngat

L

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat [3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu mengatur Pedoman Penpelolaan
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebhas Batam:

bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor &
Tahun 2018 ftentang Pedoman Pengelolaan Pelavanan
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabubhan
Bebas Batam perlu dilengkapi dengan format penetapan dan
lembar pengujian konsekuensi untuk memudahkan
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
atas  Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawsasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayvanan
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
FPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Eepublik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2007 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3773);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846];

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor
4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5195),

Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51449);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);
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Keputusan Presiden Nomor & Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara
Fepublik Indonesia Nomor 1);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Negara Republik [ndenesia Nomor 5);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik |[Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara
Eepublik Indonesia Nomor 15);

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan
kawasan FPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewsan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor | Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian
kKepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan
Perdapangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan
Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja
dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
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Menetapkan

=

Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Kega di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

14. Peramuran Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9@ Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha
Bandar Udara Hang Nadim Batam;

15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebhas Batam;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANCG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTAST DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEEAS
BATAM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

diubah sebagai benikut:

1. Diantara ayat (3) dan avat (4) ketentuan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) avat yaitu
avat [2a) dan setelah ayat (4] ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5} sehingga
keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
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(1)

(2}

(3)

(3a

[H

]

_5_
Fasal 27

PPID Badan Pengusahaan Batam bertugas menghkoordinasikan pendataan
Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja.

Koordinasi pendataan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik.

Prosedur penvusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], adalah scbagaimana tercantum dalam Lampiran 11
Peraturan ini.

Format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11A Peraturan ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan
dengan Keputusan Kepala.

Format Keputusan Kepala tentang Penetapan Daftar Informasi Publik
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11B Peraturan ini.

Ketentuan Pasal 30 avat (2) diubah dan di antara avat [2) dan ayat (3}
disisipkan 1 (satu] ayat yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

[2a

{3l

Pasal 30

Petugas Dokumentasi dapat mengurangi dan menambah Informasi Publik
dalam Daftar Informasi Publik.

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ditetapkan dalam Keputusan
Kepala tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Format Keputusan Kepala tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11C Peraturan ini.

Prosedur Pemutalkhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada avat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12
Peraturan ini.
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Di antara ayat (1) dan ayat (2] ketentuan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat (la) dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu] ayat vaitu ayat (4) sehingga
keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a

(2]

[3)

(<)

Pasal 32

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, Ketua PPID wajib:

da. Menvebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu vang akan
dilakukan Pengujian Konsekuensi;

b. Mencantumkan peraturan perundang-undangan vyang dijadikan
dasar pengecualian;

c. Mencantumkan konsekuensi; dan
d. Mencantumkan jangka waktu.

Format Lembar Pengujian Konsekuensi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 12A Peraturan ini.

Prosedur Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan ini.

Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada avat (1]
ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Format Keputusan Kepala tentang Hasil Pengujian Konsekuensi adalah
sebhagaimana tercantum dalam Lampiran 13A Peraturan ini.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
avat (la) dan di antara ayat {3] dan ayat (4] disisipkan 1 (satu) avat vaitu avat
(3a) schingga kescluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

{1

(1a)]

(2]

Pasal 33

PFID dapat melakukan pengubahan terhadap suatu Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan Pengujian Konsekuensi setelah mendapat
persetujuan dari Kepala.

Format Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikas:
Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 13B Peraturan ini.

Tata cara Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi vang
Dikecualikan dilakukan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 32
Peraturan ini.
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Pengubahan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala.

Format Keputusan Kepala tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13C
Peraturan ini.

Prosedur Pengubahan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan ini.

Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 37A vang
berbunyi sebagai berikut;

(1)

2]

Pasal 37A

Format Laporan Semesteran Layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 15 Peraturan ini.

Format Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 16 Peraturan ini,

Mengubah Lampiran 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 avat (2] menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Menambah Lampiran sebagal benkut:

da.

b.

Lampiran 11A tentang Format Daftar Informasi Publik,

Lampiran 11B tentang Format Keputusan Kepala tentang Penetapan
Daftar Informasi Publik:

Lampiran |LC tentang Format Fenetapan PPID tentang Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik:

Lampiran [2A tentang Format Lembar Pengujian Konsekuensi;

Lampiran 13A tentang Format Keputusan Kepala tentang Hasil Pengujian
Konsekuensi;

Lampiran 13B tentang Format Lembar Pengujian Konsekuens: atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Lampiran 13C tentang Format Keputusan Repala tentang Pengubahan
Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan;

Lampitan 15 tentang Format Laporan Semesteran Layanan Informasi
Publik; dan

Lampiran 16 tentang Format Laporan Tahunan Lavanan Informasi
Publik.



1. Pada saal Peraturan ini berlaku, seluruh permohonan pelayanan, keberatan
atau penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi yvang masih dalam
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Pasal IT

proses, diproses menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini.

2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. . T .
_?%)anﬂum dengan aslinya
!‘;-H,lla‘\‘t:i{ﬁﬂfﬂ%l dan Sekretariat,
> &

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 Februam 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN

KEAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

tod.

EDY PUTRA IRAWADY
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Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februari 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PENGARAH |
|
ATASAN PPID
tl KETUA PPID | PPID UNIT KERJA
BIDANG ’ BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENYELESAIAN
INFRASTRUKTUR LAYANAN INFORMASI | | SENGKETA
LAYANAN INFORMASI
|
. k. h
PETUGAS PETUGAS
INFORMASI DOKUMENTASI

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY
hgengan aslinya
1aF Sekretariat,
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Lampiran 1 1A Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 11 Februari 2019
FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFOEMASI PUBLIK
No | Ringkasan Isi | Pejabat/Unit/Satker | Penanggungjawab | Wakta Dan Format | Jangka Waktu Jenis Informasi R
Informasi Yang Menguasai Fermmbuatan Atau Tempat Informas] | Penyvimpanan Atau BEK TS M
Informeas Fenerbitan Pembusatan Yang Retensi Arsip
b4 . [nformasi Informasi Tersedia —:.
1 1 2 3 4 5 5] 7 | - 2

Keterangan:

1 | Nomor ) iliad dengan nomoer urut e

5 | Mingkasan Isi Informasi diisd dengan ringkasan & informasi, termasuk keterangan waktu | periode, informan

= tersebut disusun berdasarkan periode tertent B o
1 Pejabat/ Unit/ Satker Yang Menguasai diisi dergan Pejabat/ Unit/Satker Yang Menguasai Informasi
_H__.n___._._._.ru._.

a Penanprungiawal Pesmbuatan Ataa ditst dengan penanggungawah Pembuatan Ataw Penerbitan Informasi
| Pener bitan Informasi - ; . == — =

5 | Wakiu Dan diisi dengan Walktu Dan Tempat Pembuatan Informasi

Tempat Pembusten nformensi | |

G Format [sforrmos __mu..._.nlnun_mf diisi n._._m:ma._... Format H:.nn..ﬂnu....qu_..ﬁ Tersedia vaim :E._un,n.—.i atam Softcopy

< Mnﬂmrw HHWEMH Penyimpanan Alau diisi dengar Jangka Wakiu Penyimpanan Atau Retensi Arsip discsuaikan dengan UL Kearsipan atau UU terkait
] - P UL, T ——— _— S
8 _| Jenis Informasi dliizi _n_n..._.nm;_.n_._.u...ﬂ_ informasi yaiti m__.r.nrnt.r.. Tersecdia Setiap Saat ﬂ..«.—m..mm.ﬁn....p Merta - — |

KEFALA BADAN PENGUSAHAAN
EAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUTIAN BEBAS BATAM,

e,
EY PUTREA [RAWADY
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Lampiran 118 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februar 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMORE ... TAHUN ...

TENTANG |

|  DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN |
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

RLEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS '
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang T TR :
Pivasarabsnis : |
R
Mengingat R R ;
s AT T
Fitus .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENOUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM, ,

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang tidak §
terpisahkan darn Keputusan ind.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Salinan Keputusan ndisampaikun I:r.pa
1. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
4.  Ketua PPID.

Ditctapkan di Batam
ada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
EAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN FERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

N | :

1 ai dengan ashinya

Uthuyr 'J.u:la:n Sekretariat,
/

FLAWAN
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Lampiran 11C Peraturan Kepala Badan Penpgusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Momor |1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februari 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMAS] PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Mengingat

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA  BADAN FENGUSAHAAN  KAWASAN
FERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG |
FEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BI' BATAM.

Menetapkan Pemutakhiran Dafiar Informasi Publik Badan
Fengusahaan Kawasan Perdapangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam schagaimana tercantum dalam Lampiran yvang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan darl Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan.




EAAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABELHAN BEEAS BATAM
i, B

Salinan Ke putuaun ini disampaikan Iu:ctﬂ.:
. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
. Arasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam;
. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal . . . .

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

KEFPALA BADAN PENCGUSAHAAN
EAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

trel.

o I EDY PUTRA IRAWADY
{ ?Ir",- -Jalinan scsuai dengan aslinya

R
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Lampiran 12A FPeraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februari 2019

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENS]
NOMOR........TAHUN

Pada har ini, ... .tanggal..........bulan... ~tahun............ bertempat di...................telah  dilakukan Pengujian Konsekuensi
terhadap EEHE..@MH mwuwmmpimﬂm Emmw:ﬁwm: pada tahel di bawah ini: -
[nformasi Dasar Hukum rnnmart.w:u,__iﬂnh.gum:u Bagi Publik Jangka Walktu
fberisi informasi Pengecualisn . __(hensi uraian kensekuensi/ pertimbangarn ) fdiseburkan jangka waktunya)
terterttiz yang akan Informasi Dibuka Ditutup
| dikecualikan) | _— : - :

mmrsm Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: . .
_|2.u _ Nama Jabatan . UnitKerjla = TTD

u.
m (st ’ I_. ||| —_— = - -

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.
Menyetujui,

TTD + Stempel {Cap PPID Badan Pengusahaan Batam
( Ketua PPID |

A b KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
Lnar séstai dengan aslinya KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
imy dary Sekretariat, DAN PELABUHAN EEBAS BATAM,

_?

fhed,

EDY PUTRA [RAWADY
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDACANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 13A Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomar : 1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februar 2019

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOK ... TAHUN ..
TENTANG
PENGECUALIAN INFORMASI

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses |
oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik |
vang Dikecualikan bersifat ketat dan terhatas,

. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi|
Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan vang diambil: 1

bahwe  berdasarkan L.th.m Pengujian  KonseKuensi
Nomor

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, hurut b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Hadan Fengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang
FPengecualian INfOriasi.. . ..oo o]

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4846);

- Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2017 fentang
Pengklasifikasian Informasi Publik [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun... Nomor...,, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomaor...);
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BADAN PENGLSAHAAN KAWASAN PERIAGANGAN BEEAS DAN FELABUHAN BEBAS BATAM

“MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN Kawasan |
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI '

§ KESATU : Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan darl Keputusan ini

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor........ Tahun ..... adalah
sehagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan |
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, '

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggols/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;

4. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam:

4. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam,
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS)
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

uai dengan aslinya EDY PUTRA IRAWADY
m dan Sekretariat,

artawan
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 13B Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Behas Batam
Nomor :1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Tahun 2019
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR ...... TAHUN .....

Pada harn ini, ......cooooeoo.tanggal......... bulan........ .. tahun............bertempat di..................telah dilakukan Pengubahan Klasifilkasi
Informasi yang Dikecualikan terhadap informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu _
Dikecualikan FPengecualian (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)l (disetnitkan jangka
- - o waktunya)l _

Sermmula | Penpubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan Pengubahan

— -

Dibuka [ Ditutup Ditutup
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BERAS DAN PELABUNAN BEBAS BATAM

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas
dilakukan oleh:

Mo

MNama -

2
3.Dst

Jabatan

Unit Kerja

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara scksama dan penuh
rnH_Enn-

NG 0

e -

-

-

& ......_,.

WETL

1 --mﬂmm......m.u. dengan aslinva

H

Menyetujui,

Ketua PPID

)

TTD + Stempel/Cap PPID Badan Pengusahaan Batam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

trd.

EDY PUTRA IRAWADY
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEEBAS BATAM

Lampiran 13C Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Behas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 11 Februari 2019

KEPUTLUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDACANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOE ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBATIIAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUISAHAAN KAWASAN
FERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR ... TAHUN ...
TENTANC: PENGECUALIAN INFORMAS]

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh |
setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik vang
Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak sectiap Pemohon Informasi Publik, |
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Felabuban Bebas Batam wajib membuat pertimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil,

. bahwa terhadap Informasi Tertentu vang Dikecualikan
schagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor ... Tahun ... perlu dilakukan
pengubahan sesuai Lembar Pengujian KOnsekuensi  atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan Nomor ...
Tahun ...;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksucd
dalam huruf a, huruf b, dan huraf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengusahasan Kawasan Perdagangan |
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomaor ... Tahun ... tentang
Pengecualian Informasi.., it

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan |
Informasi Publik (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun |
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang|
Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang|
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik §
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 5149);




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN EEBAS BATAM

%

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang|
Pengklasifikasian Inlormasi Publik [Berita Negara Republik|§
Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik |

Indonesia Nomor...); |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA HBADAN PENGUSAHAAN @ KAWASAN
PERDAGANGAN BEEAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM |
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADANE
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR ... TAHUN .. TENTANG
PENGECUALIAN INFORMAST ................ :

KESATU . Informasi vang Dikecualikan adalah sthagaimana tercantim dalmn!
Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari |
Roputusan ini.

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan Nomor........ Tahun ..... adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 vang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan darn Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Angpgota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Atasan PFID Badan Pengusahaan Batam;

3. Ketus PPID Badan Pengusahaan Batam;

4. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam,
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGLUSAHAAN
EAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
EAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

fid,

EDY PUTRA IRAWADY




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran

15 Peraturan

Kepala Badan

Penpgusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Momaor

;1 Tahun 2019
Tanggal: 11 Februari 2019

FOEMAT LAPORAN SEMESTERAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGUSAHAAN HAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN EEBAS BATAM

LAPORAN SEMESTERAN LAYANAN INFORMASI] PUBLIK

NO | No Register Walktu Permohonan | Permohonan | Permohonan Pernshorisn Penvelesaian Senglketa Keterangan
Permohonan | Penyelesaian | Informasi | [nformasi keberatan Informasi
Informasi Senghketa | Publik Yang | Publik Yang —
Dikabulkan Ditolak Komisl PTUN MA
| | ~ Informasi
_ : g 3 5 =3 7 :
_
| I =
- | oumian | Jumiah | Jumlah Jumlah | Jumlah Juaeh




BALIAN FENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELARBUHAN BREBAS BATAM

Keterangan:

1 Ne : diisi dengan nomor urid

2  No Register Permohonan Informasi  © diisi dengan nomor register, vang kemudian di jumlah total sclama 6 (enam) bulan

d Waktu Penyelesaian Sengketa . diisi dengan rata-rata waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi

Publik dengan klasifikasi tertentu

4 Permohonan Informasi Publik Yang : disidengan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan selama 6 (enam) bulan
Dikabulkan

9 Permohonan Keberatan »diisi dengan jumlah permohonan keberatan yang dikabulkan selama 6 (enam) bulan

6  Permohonan Penyelesaian ¢ diigi dengan jumlah permohonan penvelesaian sengketa informasi vang dikabulkan selama 6
sengketa Informasi (enam) bulan

7 Komisi Informasi + diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa nformasi di Komisi Informasi selama 6

[enam]) bulan

FTUN : ditsi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di PTUNselama 6 (enam) bulan
MA 1 diisi dengan jumlah permohonan penyvelesaian senghketa informasi di MA selama 6 (enam) bulan

5 Keterangan : diisi keterangan jika diperlukan

KEPALA DBADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
AN PELABLUHAN BEBAS BATAM,

TNG oo, ttel.

Salinan mw.w... B 1ai dengan aslinya s ;
m,_m.ﬁ.,.ﬁ& nm:xmnw.ﬁﬁ tiat, DY PUTRA TRAWADY

¥
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BERAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 16 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 11 Februari 2019

FORMAT LAPOREAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGUSAHAAN HAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

N z_ul—.m..n.m..ld.ﬂ__..a " Walktu | Permohonan | Permohonan Permohonan Permohonan Penyelesaian | Keletariehn
Permohonan | Penyelesaian | Informasi It formast Keberatan Sengketa, Informasi gan
[nformasi Senghketa Publik Yang | Publik Yang :
Dikabullean Ditolalk Komisl PTUN MA
—— | - = Informasi
1 m 3 G ) 5 L] T g
=== I . - — 1
_
l - — e ——
_Ee_ﬂ& | Rata-rata | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlsh | Jumlah
| SIS R =
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BADAN PENGUSAHAAN RAWASAN PERDAGANGAN BREBAS DAN FELABUNAN BEBAS BATAM

Keterangan

1  HNo : diisi dengan nomor urut

4 No Register Permohonan Informasi @ diisi dengan nomor register, yvang kemudian di jumlah total selama 1 [satu) tahun
3  Waktu Penvelesaian Sengketa : diisi dengan rata-rata waktu yvang diperlukan dalam memenuhi setiap

permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

4 Permohonan Informasi Publik Yang : diisi dengan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan selama 1 {satu)
Dikabulkan tabhun

2 Permohonan Keberatan : diisi dengan jumlah permohonan keberatan yang dikabulkan selama 1 (satu)
tahun
& Permohonan Penyelesaian : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi vang
Sengketa Informasi dikabulkan selama 1 (satu) tahun
7 Komisi Informasi : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengkets informasi di Komisi
Informasi selams 1 (satu) tahun
FTUN . diisi dengan jumlah permohonan penvelesaian sengketa informasi di PTUN selama
1 (satu} tahun
A : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di MA selama 1
[satu) tahun
8  HKelerangan : diisi keterangan jika diperlukan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

al dengan aslinya
dan Sekretariat, .

EDY PUTRA IRAWADY



